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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya korban dari kejahatan sekstorsi ini 

dituduh atau diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Beberapa masyarakat 

bereaksi dengan menyalahkan para korban dan mempermalukannya. Hal ini 

menjadikan potret yang sangat buruk dalam penegakan hukum kepada pada para 

korban kejahatan sekstorsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah perlindungan terhadap korban sekstorsi. Metode yang digunakan 

penulis adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, 

data sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu 

perlindungan terhadap korban kejahatan sekstorsi, kejahatan ini dibahas dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat ITE)yang tercantum dalam 

Pasal 27 Ayat (1) dan (4) dan adapun ancaman pidananya diaturdalam Pasal 45 

ayat (1) dan (4). Selain itu Polresta Pekanbaru secara efektif melakukan proses 

lanjutan terhadap kasus kejahatan sekstorsi ini dengan beperdoman kepada 

Undang-Undang No. 2 tahun 2022 mengenai kepolisian pasal 1 angka 13 

penyidikan. 

Kata kunci : Kejahatan Sektorsi, Korban, Perlindungan hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang terjadi harus 

berlandaskan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintahan dan negara. Demikian halnya pada era perkembangan teknologi saat 

ini, masyarakat diharapkan lebih bijak untuk memanfaatkan teknologi dalam 

kehidupan. Gischa (2020) menyatakan bahwa salah satu dampak positif kemajuan 

teknologi dalam bidang komunikasi adalah memudahkan orang berkomunikasi, 

memperoleh informasi dalam segala aspek, dan memenuhi kebutuhan. Dalam 

bidang teknologi pun terdapat peraturan agar masyarakat dapat menggunakan 

teknologi sesuai fungsinya dengan baik. 

Seiring berkembangnya waktu, teknologi mengalami perkembangan. 

Abdullah (2019) menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang terus 

berkembang secara pesat memicu terjadinya perubahan kondisi lingkungan dari 

berbagai bidang. Misalnya, masyarakat lebih fokus pada gawai atau gadget yang 

merupakan salah satu teknologi daripada bercengkrama dengan orang 

disekitarnya. Namun, masyarakat saat ini sudah banyak menyalahgunakan gawai 

atau gadget sebagai salah satu sarana pemuasan keinginan seksual. Subawa et. all 

(2021) menyatakan bahwa perilaku seksual dapat dilakukan secara online 

dihadapan kamera atau disebut Video Call Sex (VCS) atas dasar suka sama suka 

dan untuk memuaskan hasrat satu dengan yang lain dengan kesepakatan bersama. 
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Hal ini tanpa disadari dapat menimbulkan kejahatan – kejahatan seksual yang 

disebut sekstorsi.
1
 

Selksto lrsi me lrupakan ke ljahatan dunia maya dalam ruang lingkup 

cybelrcrime l, melrupakan tindakan mellawan hukum dilakukan mellalu intelrnelt yang 

dilakukan mellalui kelcanggihan kolmputelr dan te lle lko lmunikasi. Christian (2020) 

melnyatakan bahwa Selksto lrsi adalah tindakan elksplo litasi selksual o llelh pellaku 

delngan melnyalahgunakan kelkuasaan atau ke lkuatan yang dimiliki untuk 

me lngancam kolrban mellalui gambar atau videlol tanpa busana dari kolrban. 

Misalnya pellaku melngancam melnyelbarkan ko lnteln intim no ln kolnse lnsual yang 

diikuti delngan ancaman dan pelmelrasan, melmaksa kolrban untuk melmbayar 

se ljumlah uang atau melminta belrhubungan se lksual. Ke ljahatan selksto lrsi tidak 

hanya melnipu o lrang delwasa me llainkan anak – anak dibawah umur. 

Ko lmnas pe lrelmpuan melngkatelgo lrikan selksto lrsi ini ke ldalam KSBG 

(Ke lke lrasan Be lrbasis Ge lndelr Sibe lr). Se llain itu, dilansir dari kolmpas.colm bahwa 

Intelrne lt Go lve lrnance l  Fo lrum (IGF) melnyatakan kasus Ke lke lrasan Belrbasis Gelndelr 

O lnlinel (KBGOl) me lrupakan tindakan kelkelrasan yang melmanfaatkan telkno llo lgi 

untuk melnargeltkan gelndelr telrtelntu khususnya pelre lmpuan. Hal ini didukung olle lh 

lapolran Kolmisi Nasiolnal Anti Kelkelrasan (Ko lmnas) te lrhadap pelrelmpuan bahwa 

pada 21 Mare lt 2021 telrdapat 810 kasus KBGO l   te lrhadap pelrelmpuan (Maulia, 

 

 

 

 

 

1
Abdullah,f (2019 April) Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0 Jurnal Dimensi 

DKV Seni Rupa Dan Desain,4(1),47-58. Doi:http://dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i 

http://dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i
http://dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i
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2022). Ke lkelrasan delngan melmanfaatkan telknollolgi sangat melre lsahkan masyarakat 

sehingga diperlukan adanya hukum untuk. menindaklanjuti hal tersebut.
2
 

Selksto lrsi be lrkaitan delngan ke ljahatan pe lmelrasan dan polrno lgrafi yang 

te lrtulis dalam pasal 368 KUHP dan pasal 45 ayat (1) dan (4) Undang Undang 

No lmo lr 19 tahun 2016 Undang Undang nolmolr 11 tahun 2018 telntang infolrmasi 

dan transaksi ellelktrolnik dan Undang Undang nolmolr 44 tahun 2008 telntang 

po lrno lgrafi delngan ancaman pidana atau delnda. Kolrban selksto lrsi belrhak 

melndapatkan pelrlindungan dan rasa aman, selpelrti yang telrtulis di dalam pasal 

28G ayat 1 UUD NRI 1945 "Seltiap o lrang belrhak atas pe lrlindungan diri pribadi, 

ke lluarga, kelho lrmatan, martabat, dan harta belnda yang di bawah kelkuasaannya, 

selrta belrhak atas rasa aman dan pelrlindungan dari ancaman keltakutan untuk 

belrbuat atau tidak belrbuat selsuatu yang me lrupakan hak asasi". Akan teltapi, 

unndang – undang selkstolrsi be llum ada diatur se lcara kelse lluruhan. 

Di lain sisi, kolrban dari keljahatan selksto lrsi be llakangan ini dituduh atau 

dipo lsisikan se lbagai pihak yang belrsalah. Be lbelrapa masyarakat belre laksi delngan 

melnyalahkan para kolrban dan melmpe lrmalukannya. Hal ini melnjadikan poltrelt 

yang sangat buruk dalam pelnelgakan hukum kelpada pada para kolrban ke ljahatan 

se lksto lrsi. Kolrban akan melrasa malu dan takut untuk melngadukan keljahatan yang 

tellah telrjadi ke lpadanya. Kolrban telrus di hantui rasa takut dan malu akan stigma 

 

 

 

 

 

2
Christian, J. H. (2020). Sekstorasi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigma 

hukum Indonesia. Binamulia Hukum, 83-92. 
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buruk dari masyarakat selhingga selmakin seldikit kolrban yang belrani untuk 

melawan kejahatan ini.
3
 

Kolmisi pelrlindungan pelrelmpuan (kolmnas pe lrelmpuan) adalah lelmbaga 

pe lmelrintahan Indolnelsia yang be lrfo lkus pada pelrlindungan hak- hak pelrelmpuan 

dan melmprolmolsikan kelse ltaraan ge lnde lr. Kolmnas pelre lmpuan melmiliki data pada 

tahun 2018 telrdapat 97 lapolran kelkelrasan belrbasis gelndelr yang melningkat dari 

tahun 2017 yang be lrjumlah 65 lapolran. Dalam hal mellindungi ko lrban keljahatan 

selksual selpelrti selksto lrsi di dunia maya, kolmnas pelrelmpuan dapat mellakukan 

belbelrapa hal selbagai belrikut: 

a. Pe lnye llidikan dan pelne llitian: Kolmnas Pe lrelmpuan dapat mellakukan 

pe lnyellidikan dan pelne llitian untuk melngumpulkan infolrmasi telntang 

ke ljahatan selksko lrsi di dunia maya, melnelntukan tindakan yang harus 

diambil, dan melmbe lrikan relko lme lndasi untuk pe lme lrintah. 

b. Pe lndidikan dan selnsibilisasi: Kolmnas Pe lre lmpuan dapat 

melnye llelnggarakan ke lgiatan pelndidikan dan selnsibilisasi telntang 

bahaya dan dampak dari keljahatan selksto lrsi di dunia maya, selrta 

melmbe lrikan sollusi dan melto ldel  untuk melncelgahnya. 

c. Advo lkasi: Ko lmnas Pelre lmpuan dapat mellakukan advolkasi delngan 

pelmelrintah dan masyarakat agar melmpelrhatikan masalah keljahatan 

selkskolrsi di dunia maya dan melnindak telgas pe llakunya. 

 

3
Gischa, S. (2020, Januari 20). Dampak globalisasi di berbagai bidang. Diambil kembali 

dari kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak- 

globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all 

http://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-
http://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-
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d. Bantuan hukum: Kolmnas Pelrelmpuan juga dapat melmbe lrikan bantuan 

hukum bagi ko lrban ke ljahatan selksko lrsi di dunia maya, selpelrti 

melmbelrikan infolrmasi telntang tindakan hukum yang dapat diambil, 

melnje lmbatani delngan pihak kelamanan, dan melmbantu dalam prolse ls 

pelngaduan. 

De lngan mellakukan hal-hal telrse lbut, Kolmnas Pe lrelmpuan dapat melmbantu 

me lmbe lrikan pelrlindungan hukum bagi kolrban keljahatan selkstolrsi di dunia maya 

dan mempromosikan kesetaraan gender. 
4
 

Ko lmnas pelrelmpuan telrus be lrupaya untuk melnghelntikan selksualitas 

mellalui pellatihan, kampanyel, dan advolkasi. Kolmnas pelrelmpuan te llah melngambil 

pelndelkatan yang belrbelda untuk me lmelrangi selksto lrsi. Salah satu upaya yang 

dilakukan olle lh kolmnas pelrelmpuan adalah melnge lmbangkan stratelgi pelrlindungan 

hukum bagi kolrban selksto lrsi. Kolmnas pelrelmpuan melnyeldiakan layanan holkum 

dan bantuan ke lpada kolrban selkstolrsi me llalui prolgram yang di atur ollelh undang- 

undang, telrmasuk: 

1. Melmbelrikan dukungan holkum mellalui pelndelkatan meldiasi dan 

pe lndelkatan relsto lratif. 

2. Me llakukan pelnyellidikan dan pelnyidikan telrhadap kasus-kasus 

se lksto lrsi, se lrta melnyeldiakan infolrmasi hukum. 

 

 

 

4
Maulia, Y. (2022, Mei 19).  Cegah kekerasan online terhadap perempuan, 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/parapuan/read/533287013/cegah-kekerasan- 

online-terhadap-perempuan-simak-tips-berikut 

http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/parapuan/read/533287013/cegah-kekerasan-
http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/parapuan/read/533287013/cegah-kekerasan-
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3. Me lmbe lrikan dukungan hukum bagi kolrban me llalui kolnsultasi hukum 

untuk melngelnali hak-hak melrelka dan me lmbantu melrelka melnelmukan 

so llusi ho lkum yang telpat. 

4. Me lnge lmbangkan prolgram-prolgram yang melne lkankan pada keladailan 

gelndelr. 

5. Me lnge lmbangkan pelndidikan hukum dan advolkasi untuk melningkatkan 

ke lsadaran hukum telntang hak-hak pe lre lmpuan. 

6. Me lmbantu kolrban untuk me lngaksels layanan hukum dan bantuan dari 

institusi lain. 

7. Me lmpro lmo lsikan kelrja sama antara pelme lrintah, olrganisasi swadaya 

masyarakat, dan olrganisasi intelrnasiolnal untuk melningkatkan 

pe lrlindungan holkum bagi kolrban. 

Ada dua be lntuk ke lbijakan melngatasi ke ljahatan selkstolrsi yang me lrupakan 

dari keljahatan ke lkelrasan belrbasis gelndelr di me ldia solsial yaitu melne lrapkan sistelm 

pe lradilan pidana belrkeladilan gelndelr kare lna adanya keltelrlibatan kolrban dalam 

pro lse ls pe lnanganan pelrkara. Ke lbijakan hukum yang belrhubungan delngan aturan 

khusus pe lrbuatan selksto lrsi untuk melndapatkan suatu ke lpastian hukum dan juga 

telrpe lnuhinya syarat kriminalisasi agar selkstolrsi dapat di buat selcara khusus. 

Pe lrlindungan hukum adalah siste lm pelngamanan dan pelnelgakan hak asasi 

manusia dan hak-hak lain yang dite lrima ollelh individu atau masyarakat mellalui 

undang-undang dan sistelm pe lradilan yang adil. Ini telrmasuk hak untuk 

melndapatkan pelrlindungan te lrhadap tindakan diskriminasi, hak untuk melnjalani 

hidup de lngan belbas. Be lntuk pe lrlindungan hukum te lrhadap kolrban umumnya bisa 
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mellalui belrbagai upaya tindakan, hukum telrselbut akan belrkaitan delngan kolrban 

melngalami kelrugian. Jika kolrban melngalami kelrugian matelril maka pellaku harus 

me lngganti ke lrugian dalam belntuk matelril atau uang. Apabila kelrugian be lrsifat 

imatelrial yang melnye lbabkan pelnde lritaan psikis dan melntal tidak cukup delngan 

melngganti kelrugian belrupa matelril saja, pe lrlu adanya tindakan pelmulihan psikis 

dan melntal te lrhadap kolrban. 

Pelrlindungan hukum telrhadap kolrban selkstolrsi, Kolrban se lksto lrsi melmiliki 

be lrbagai macam pelrlindungan hukum yang dibelrikan ollelh pe lmelrintah. Di 

Indo lnelsia, Undang-Undang No lmolr 35 Tahun 2014 telntang Pe lrlindungan dan 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelrdagangan Olrang melmbe lrikan pelrlindungan 

hukum yang lelbih luas bagi para kolrban selkstolrsi. Pasal ini melliputi: 

1. Pe lnangkapan dan pelnahanan pe llaku selksual tanpa jaminan. 

 

2. Pelmulihan dan relhabilitasi kolrban selksual. 

 

3. Pe lngho lrmatan hak asasi kolrban se lksual. s 

 

4. Pelnanganan dan pelrawatan kelse ljahte lraan kolrban selksual. 

 

5. Pelmbelrian bantuan hukum untuk kolrban se lksual. 

 

6. Pe lradilan pidana yang adil bagi kolrban se lksual. 

 
7. Penegakan hukum yang tegas terhadap.

5
 

 

 

 

5
Subawa, I. B., Saraswati, N. S., Sudiana, A. K., & Praditha, D. G. (2021). Pertanggungjawaban 

pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex (vcs) ditinjau dari perspektif hukum 

positif Indonesia. Yusthika Mahasaraswati, hlm.23-36. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pelrlindungan hukum telrhadap kolrban selkstolrsi di 

so lsial meldia? 

2. Bagaimana hambatan dalam pellaksanaan pelrlindungan hukum 

ke ljahatan selkstolrsi di solsial meldia? 

3. Bagaimanakah upaya dalam melngatasi hambatan pelngaturan hukum 

ke ljahatan selkstolrsi di solsial meldia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Pelnellitian 

 

Tujuan pelnellitian ini adalah melngeltahui dan melnganalisa bagaimana 

pe lngaturan pelrlindungan hukum selksto lrsi, dan pe lncelgahan telrjadinya 

keljahatan selksto lrsi dan melmbelrikan pelnge ltahuan telrhadap kolrban untuk 

tidak takut melngadukan atau mellapo lrkan keljahatan selksto lrsi yang di 

alami agar melndapat pelrlindungan dan me lmbe lrikan hukuman telrhadap 

pellaku selcara adil. Pelnellitian selksto lrsi ini juga belrtujuan untuk 

me lmahami felnolmelna se lksto lrsi, me lmahami pe lngalaman kolrban,dan 

melngide lntifikasi stratelgi yang elfe lktif untuk me lncelgah dan melnangani 

se lksto lrsi. Hasil pe lne llitian ini dapat melmbantu pihak belrwelnang untuk 

melmbuat kelbijakan, melmo ldifikasi praktik yang ada dan 

melngelmbangakan intelrvelnsi baru untuk melncelgah dan melnangani 

selkstolrsi. 
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2. Ke lgunaan Pelnellitian 

 
Pe lnellitian ini dapat melmbantu untuk melnge ltahui pelrbuatan yang 

dilakukan ollelh pe llaku “se lksto lrsi” telrselbut dapat dikualifikasikan se lbagai 

tindak pidana dan pelrtanggungjawaban pidana pellaku “selksto lrsi” dan 

me lmahami putusan kasus yang telrkait. 

D. Kerangka Teori 

 

Ke lrangka telolri yang di gunakan ada 2 je lnis, yaitu telolri yang be lrkaitan 

delngan pelrlindungan hukum selksto lrsi.Keldua telo lri yang belrkaitan delngan 

pelrlindungan hukum o llelh Kolmnas pe lrelmpuan kelpada kolrban se lkstolrsi. Belbe lrapa 

pe lngelrtian selksto lrsi dapat dilihat selbagai be lrikut: 

1. Se lksto lrsi adalah salah satu kelke lrasan belrbasis gelndelr o lnlinel melrupakan 

suatu pelrbuatan pelmelrasan melnggunakan ancaman, keljahatan selkstolrsi 

be lrupa pelnye lbaran fo lto l  atau videlo l  kolrban pe lmilik kolnte ln polrnolgrafi. 

2. Selkstolrsi me lrupakan keljahatan belrbasis gelndelr o lnline l yang dilakukan 

pe llaku delngan melmelras kolrban se lcara matelril maupun selksual diselrtai 

delngan acaman dari pellaku yang akan melnyelbar luaskan kolnte ln 

po lrno lgrafi milik kolrban. 

3. Ancaman pidana selksto lrsi te lrdapat dalam rumusan KUHP, UU 

po lrno lgrafi dan UU ITEl yang masing-masing melmbelrikan ancaman 

pidana bagi pellaku selksto lrsi, dan UU pe lrlindungan saksi dan kolrban. 
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4. Belntuk pelrlindungan yang dapat di belrikan kelpada kolrban selksto lrsi 

melrupa hak-hak untuk melndapatkan bantuan dan relstitusi untuk 

melmulihkan keladaan psikis kolrban selpe lrti se lmula. 

Dalam pelnellitian ini, akan diuraikan belbelrapa telo lri pe lmidanaan yang 

dapatdikaitkan selksto lrsi. 

1. Telolri pelmbalasan atau yang diselbut juga delngan telo lri absollut 

(Velrge lldings Thelolrie ln) 

2. Telolri re llatif atau tujuan (DolellThe lolriel) 

 
3. Telolri gabungan / moldreln (Velre lningings The lolrieln) 

 

Telolri pelrtama yaitu telo lri pelmbalasan atau telo lri absollut. Melnurut telo lri ini, 

pidana dibelrikan kare lna olrang tellah mellakukan keljahatan atau tindak pidana. 

Telolri pe lmbalasan juga dianut olle lh Kelnt dan Helge ll. Telolri abso llut didasarkan 

pe lmikiran bahwa pidana tidak belrtujuan untuk praktis, selpelrti melmpelrbaiki 

pe lnjahat. Ke ljahatan melngandung unsur-unsur untuk dijatuhkan nya suatu pidana. 

Telolri ini juga me lnjellaskan bahwa pe lmbalasan akan melnjadi lelbih kuat jika ia 

me lngikuti tindakan yang dibuat ollelh o lrang lain selgelra, dan jika pelmbalasan 

te lrse lbutdilakukan delngan cara yang sama selpe lrti tindakan yang dilakukan ollelh 

o lrang lain. Delngan kata lain, pelmbalasan yang lelbih kuat akan dihasilkan jika 

tindakan yang diambil seljajar de lngan tindakan yang selbellumnya dibuat ollelh 

individu lain. Telolri ini juga melne lkankan pe lntingnya melnimbang kolnse lkue lnsi 

tindakan. Telo lri ini juga belrkaitan delngan telo lri pelmbellajaran, delngan 

melmfolkuskan pada pelmbellajaran antara individu mellalui pelmbalasan. 
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Telolri ke ldua, melncari dasar hukum pidana yang melnjadi alat untuk 

melne lgakkan tata telrtib (hukum) dalam masyarakat. Telo lri ini belrbe lda de lngan telo lri 

abso llut, karelna adanya dasar pelmikiran agar suatu keljahatan dapat di belrikan 

hukuman artinya melnjatuhkan hukuman pidana melmbelrikan tujuan, misalnya 

melmpe lrbaiki sikap dan melntal agar melmbuat pellaku tidak belrbahaya lagi 

dibutuhkan prolse ls pe lmbinaan sikap dan melntal. Telo lri ini be lrtujuan untuk 

melncelgah telrjadinya ke ljahatan delngan cara melne lmpatkan pe llaku belrpisah dari 

masyarakat. 

Telolri ke ltiga yaitu telolri gabungan yang melnje llaskan agar pelmidanaan 

se llain melmbelrikan pelndelritaan jasmani juga psiko llolgi dan yang telrpelnting 

melmbelrikan pelmidanaan dan pelndidikan. Telo lri yang melnitik belratkan unsur 

pe lmbalasan dan me lnitik be lratkan pelrtahanan tata telrtib masyarakat. Telolri ini 

tidak bolle lh lelbih belrat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak 

bo llelh le lbih be lsar daripada yang selharusnya. 

Telo lri se lksto lrsi melliputi belbelrapa kolnse lp utama, yaitu: 

 

1. kolnse lp te lkno llolgi: telkno llolgi adalah cara yang digunakan para pellaku 

se lkstolsi untuk melngakse ls info lrmasi selnsitif dan belrintelraksi delngan 

o lrang lain, misalnya mellalui meldia solsial, situs welb, dan aplikasi. 

Telknollo lgi ini melmungkinkan para pe llaku se lksto lrsis untuk 

melnye lbarkan prolpaganda dan melnjalin hubungan delngan olrang lain. 

2. Ko lnse lp kelkelrasan se lksual: kelkelrasan se lksual adalah salah satu 

be lntuk kelkelrasan yang paling selring dilakukan olle lh para pellaku 
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se lkstolrsi. Ke lke lrasan se lksual ini melliputi belrbagai belntuk kelke lrasan, 

se lpe lrti pelle lcelhan, pelme lrkolsaan, dan budaya pelle lcelhan selksual. 

3. Kolnse lp pe lrelncanaan: pelrelncaan adalah pro lse ls yang digunakan o llelh 

para pellaku selksto lrsi untuk melre lncanakan dan melngko lo lrdinasi 

tindakan selksual yang belrpo lte lnsi belrbahaya. Pe lre lncaan ini melncakup 

melngumpulkan infolrmasi te lntang ko lrban, melmbuat relncana untuk 

me lncapai tujuan telrtelntu, dan melngko lo lrdinasi tindakan untuk 

melncapainya. 

4. Ko lnse lp ke ladilan solsial: keladilan solsial adalah kolnse lp yang 

melne lkankan pe lntingnya melngo lrmati individu dan kelpe lntingan 

masyarakat se lcara kelse lluruhan. Ko lnse lp ini melne lkankan kelpe lntingan 

me lmbangun ko lmunitas yang be lrdasarkan pada tolle lransi, hak asasi 

manusia, dan ke ladilan solsial. 

5. Ko lnselp ko lntro ll solsial: kolntro ll solsial adalah prolse ls yang digunakan 

untuk untuk melnge lndalikan pelrilaku para pellaku selksto lrsi delngan 

melnggunakan telkanan solsial. Telkanan solsial ini dapat belrupa stigma, 

ancaman, atau telkanan dari masyarakat. Ko lntro ll solsial ini belrtujuan 

untuk melncelgah para pellaku selksto lrsi dari mellaku tindakan 

belrbahaya. 

6. Ko lnselp re lhabilitasi: relhabilitasi adalah pro lsels yang digunakan untuk 

melmbantu para pellaku selksto lrsi untuk ke lmbali kelke lhidupan nolrmal 

dan melnjadi bagian dari masyarakat. prolsels ini melncakup belrbagai 
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pro lgram, selpe lrti kolnse lling, pellatihan, dan Pelndidikan yang belrtujuan 

untuk melngubah pelrilaku para pellaku selksto lrsi. 

Dalam pe lne llitian ini, akan diuraikan juga belbelrapa telo lri kriminollolgi yang 

dapat dikaitkan delngan selksto lrsi. 

1. Telolri pilihan rasiolnal (Ratiolnal Cholice l The lolry) 

 

2. Telo lri Reltribusi (Reltributivel The lolry) 

 

Yang pelrtama adalah telolri pilihan rasiolnal.Dalam bahasan kriminollolgi, 

telolri ini melmpe lrkirakan seltiap pelrbuatan se ltiapindividu telntang manfaat, biaya 

dan relsiko l yang akan didapat dari seltiap tindakan yang diputuskan. Telolri ini 

diambil karelna belrhubungan elrat delngan kolndisi pellaku, yang mana pellaku 

mellakukan keljahatan selksto lrsi selpe lrti pelmelrasan atau melnye lbarkan kolnteln 

po lrno lgrafi hanya untuk melndapatkan ke luntungan be lrupa uang, manfaat dan 

ke lpuasaan telrse lndiri. 

Yang ke ldua melrupakan te lolri reltribusi. Te lo lri ini belrsifat backward-lololking 

yakni mellihatkel  be llakang te lrhadap ke lsalahan yang dilakukan selhingga 

dijatuhkannya pidana dan karelna olrie lntasinya kel  be llakang. Telolri ini belrkaitan 

kelpada pelne lgakan hukum telrhadap pellaku dimana hukuman harus se lbanding 

de lngan keljahatan yang tellah dilakukan ollelh pe llaku. Karelna, dalam kolnte lks ini 

siste lm kelpidanaan akan melnjatuhkan hukuman yang se limbang delngan pe lrbuatan 

pe llaku selksto lrsi di solsial me ldia dan melmastikan pelrlindungan hukum telrhadap 

kolrban keljahatan selksto lrsi. 
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E. Metode Penelitian 

 

1. Je lnis Pe lne llitian 

 

Jelnis pelnellitian yang digunakan pelnulis dalam pelnellitian ini adalah 

melnggunakan jelnis pe lnellitian hukum Solsiollolgis. Tujuannya untuk 

melmbelrikan gambaran seltelliti mungkin telntang pelraturan pelrundang- 

undangangan, selrta pelnelgakan hukumnya dan kelndala kelndala yang 

dihadapi ollelh aparat pelnelgak hukum dalam kasus pe lrlindungan hukum 

telrhadap kolrban keljahatan se lksto lrsi. 

2. Lo lkasi Pelnellitian 
 

Pe lne llitian ini dilakukan di kolta Pelkanbaru, prolvinsi Riau. Delngan fo lkus 

pe lnellitian pada Pollre lsta Pelkanbaru. Pe lrtimbangan melnge lnai dipilihnya 

lolkasi pelne llitian agar pelnulis dapat me lmpelrollelh data yang le lngkap, 

akurat dan melmadai selhingga dapat melmpelrollelh hasil pe lne llitian yang 

olbjelktif dan belrkaiatan delngan olbje lk pelne llitian. 

3. Po lpulasi dan Sampell 

 

a. Polpulasi 

 

Po lpulasi adalah selkumpulan olbjelk yang he lndak ditelliti. Olle lh karna 

po lpulasi biasanya sangat belsar dan luas, maka se lringkali tidak 

mungkin untuk melne lliti selluruh polpulasi itu teltapi cukup diambil 

se lbagian saja untuk ditelliti se lbagai sampell yang melmbelrikan 

gambaran telntang olbjelk pe lne llitian selcara telpat dan belnar. 

b. Sampell 
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Sampell me lrupakan bagian dari polpulasi yang akan dijadikan se lbagai 

olbjelk pelnelltian. Dari sampell inilah data prime lr nantinya akan 

dipelrollelh. 

Tabel I. 1 Sampel Penelitian 

Nol. Je lnis Po lpulasi Polpulasi Sampell Pelrselntasel  

1. PelnyidikDitrelskrimsus Pollrelsta 

 

Pelkambaru 

8 33 7,5% 

2. Jaksa Pelnuntut Umum Pelngadilan 

 

Nelgelri Ko lta Pelkanbaru 

8 33 7,5% 

3. UPT Pelrlindungan Pelrelmpuan dan 

Anak (Pellayanan Kolnselling dan 

Psikollolg) 

 

 
5 2 40% 

4. Kolrban 6 3 60% 

 

 

 

 

4. Sumbe lr Data 

 

a. Data primelr adalah data yang dipelro llelh di lapangan selpelrti pihak 

ke lpollisian yang dijadikan selbagai relspo lnde ln dalam pe lnellitian ini. 

b. Data selkundelr adalah data yang dipelrolle lh mellalui studi 

ke lpustakaan, telrhadap be lrbagai macam bacaan, yaitu mellalui 

litelratur, artike ll, maupun sumbelr lainnya yang belrkaitan delngan 

masalah dan tujuan pelnellitian. 

c. Bahan hukum telrsie lr Bahan hukum telrsielr adalah bahan hukum 

yang melndukung hukum primelr dan bahan hukum selkundelr, 
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diantaranya belrupa bahan dari me ldia intelrnelt, kamus, elnsiklolpeldia, 

dan lain selbagainya. 

5. Telknik Pe lngumpulan Data 
 

Adapun telknik pe lngumpulan data yang dilakukan adalah: 

 

a. Data primelr telknik pe lngumpulan data nya adalah mellalui 

wawancara atau pelmbicaraan langsung dan telrbuka dalam 

belntuk Tanya jawab narasumbelr atau pihak-pihak yang 

dianggap dapat melmbelrikan keltelrangan dan infolrmasi yang 

dipelrlukan dalam pelmbahasan olbjelk pe lnellitian. 

b. Data se lkundelr telknik pe lngumpulan datanya yaitu mellalui 

pe lnellurusan telrhadap buku, litelraturel, jurnal, majalah, intelrne lt, 

kamus hukum yang rellelvsn de lngan pe lne llitian ini. 

c. Wawancara adalah cara untuk melmpelro llelh info lrmasi delngan 

be lrtanya langsung pada yang diwawancarai. Pelnulis akan 

melngadakan tanya jawab selcara langsung kelpada pihak-pihak 

yang telrlibat dan belrhubungan langsung delngan kasus tindak 

pidana elksplo litasi anak di Pe lkanbaru. 

d. Pe lnulis akan mellakukan olbselrvasi akan me llakukan pelngamatan 

dan pelncatatan telrhadap hasil wawancara maupun dalam catatan 

melnge lnai aturan dan pelnelgakan hukumnya, selrta kelndala- 

ke lndala yang dihadapi olle lh aparat pelne lgak hukum dalam kasus 

tindak pidana elksplo litasi anak. 

6. Analisis Data 
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Data yang tellah dipelrollelh baik data prime lr maupun data selkunde lr 

dio llah dan dianalisis belrdasarkan rumusan masalah yang tellah 

dipaparkan selhingga diharapkan dapat dipelro llelh gambaran yang jellas 

telntang simpulan atau hasil pelnellitian yang dicapai kelmudian 

disajikan selcara delskriptif, yaitu melnje llaskan, melnguraikan, dan 

melnggambarkan selsuai delngan pe lrmasalahan yang ada kaitannya 

de lngan pe lne llitian ini guna me lmbe lrikan pe lmahaman yang jellas dan 

telrarah. 



74  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Be lrdasarkan hasil analisis dan pelnellitian selrta pelmbahasan yang tellah 

pelnulis laksanakan pada bab-bab telrdahulu, belrikut pelnulis sajikan kelsimpulan 

yang melrupakan jawaban te lrhadap pelrmasalahan dalam pelnellitian ini selbagai 

be lrikut: 

1. Implelmelntasi pe lrlindungan hukum telrhadap kolrban selkstolrsi di so lsial me ldia 

be lrdasarkan Undang-Undang Nolmolr 19 Tahun 2016 adalah pelrlindungan 

hukum telrhadap kolrban selksto lrsi di meldia solsial melmelrlukan ko llabolrasi 

antara pelme lrintah, pelnye ldia layanan meldia solsial, dan masyarakat untuk 

se lcara elfelktif melnelgakkan aturan dan melmbelrikan dukungan kelpada kolrban. 

Me lskipun Undang-Undang No lmolr 19 Tahun 2016 melmbe lrikan dasar hukum 

yang kuat, masih dipelrlukan upaya lelbih lanjut dalam melningkatkan 

ke lsadaran publik, melningkatkan pelnelgakan hukum, dan melmpelrkuat 

ke lrjasama antara lelmbaga te lrkait. Sellain itu, pe lndidikan melngelnai hak-hak 

ko lrban dan cara mellapo lrkan keljahatan se lksual di meldia solsial pelrlu 

ditingkatkan agar kolrban melrasa lelbih pe lrcaya diri untuk mellapolrkan kasus- 

kasus telrselbut. 

2. Hambatan dalam pellaksanaan pelrlindungan hukum keljahatan selksto lrsi di 

so lsial meldia belrdasarkan Undang-Undang No lmo lr 19 Tahun 2016 hambatan 

utama adalah melncakup sulitnya me lnangkap telrsangka dan melngumpulkan 
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bukti yang cukup kuat dalam kasus-kasus ke ljahatan selksual yang telrjadi 

selcara daring, keltelrbatasan dalam cakupan data pellacakan, tantangan dari 

faktolr pribadi kolrban se lpelrti rasa malu atau keltidaknyamanan, selrta 

kurangnya dukungan dari ke lluarga delkat dan masyarakat selkitar. Dalam 

kolntelks pelne lgakan hukum, faktolr-faktolr yang melmpelngaruhi elfe lktivitasnya 

me lliputi aspelk hukum itu se lndiri, kualitas pelnelgak hukum, ke ltelrse ldiaan 

sarana dan fasilitas, selrta budaya dan sikap masyarakat telrhadap hukum. Ollelh 

karelna itu, untuk me lningkatkan pelnelgakan hukum yang elfelktif, dipe lrlukan 

upaya kollabolratif dari belrbagai pihak, telrmasuk pelme lrintah, pelnelgak hukum, 

masyarakat, dan lelmbaga telrkait lainnya, untuk melngatasi hambatan-hambatan 

telrse lbut dan melmastikan bahwa hukum dapat dite lgakkan delngan adil dan 

elfisieln delmi kelpelntingan masyarakat selcara kelse lluruhan. 

3. Upaya yang dilakukan untuk melngatasi hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam implelmelntasi pelrlindungan pelrlindungan hukum ke ljahatan selkstolrsi di 

so lsial meldia be lrdasarkan Undang-UndangNo lmo lr 19 Tahun 2016yaitu 

Po llre lsta Pe lkanbaru tellah mellakukan tiga upaya utama untuk melngatasi 

hambatan dalam pelngaturan hukum telrkait keljahatan se lksto lrsi: prel-e lmtif, 

pre lve lntif, dan relpre lsif. Melrelka mellakukan pelmbinaan dan eldukasi kelpada 

masyarakat telntang pelnggunaan meldia solsial yang bijak selbagai langkah 

pelncelgahan awal. Sellain itu, melre lka telrus me lngimbau masyarakat untuk 

be lrhati-hati dalam belrintelraksi delngan olrang asing, khususnya dalam situasi 

videlol call. Apabila keljahatan selksto lrsi telrjadi, Po llrelsta Pe lkanbaru akan 

melnelrima pelngaduan dan mellakukan pe lnyellidikan selcara selrius, delngan 
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tujuan melnjatuhkan hukuman kelpada pellaku. Melningkatkan ke lmampuan 

lelmbaga pelne lgak hukum dalam melnangani kasus ke ljahatan selksual di meldia 

solsial mellalui pellatihan dan pelnggunaan telknollolgi fo lrelnsik digital yang lelbih 

canggih. 

 

 

B. Saran 

 

Be lrdasarkan hasil pelne llitian melnurut pelnelliti masih ada kelkurangan 

yangharus dipelnuhi, untuk itu pelnulis melmbelrikan saran-saran 

selbagai be lrikut: 

1. Pe lmelrintah 

 

Pe lraturan hukum yang ada saat ini untuk melngadili kasus-kasus ke ljahatan 

selksto lrsi masih bellum melmadai dan yurisdiksinya bellum jellas, maka harus 

ada peldo lman yang spe lsifik dan lelbih ke ltat dalam melnangani kasus-kasus yang 

mellibatkan tindak pidana keljahatan selksto lrsi agar pelnelgakan hukum dapat 

dilaksanakan selcara elfelktif. 

2. Pollre lsta Pelkanbaru 

 

Dalam melnangani kasus pidana keljahatan se lksto lrsi, pelnelgak hukum selpe lrti 

Po llrelsta Pelkanbaru harus le lbih melningkatkan sarana dan prasarana, baik dari 

se lgi kuantitas maupun fungsi, untuk melmbangun kelmbali kelpe lrcayaan 

masyarakat. Lalu pelnting untuk mellakukan eldukasi dan solsialisasi kelpada 

masyarakat melnge lnai undang-undang yang be lrkaitan delngan tindak pidana 

dan hukuman yang dapat dijatuhkan ke lpada melrelka yang mellakukan tindakan 

pelmelrasan. 
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3. Masyarakat 

 
Masyarakat harus melmpelrse lnjatai diri, me lningkatkan kelamanan me ldia solsial, 

dan melmbantu pelne lgakan hukum dalam melme lrangi keljahatan selksto lrsi 

de lngan melmbelri tahu pihak belrwe lnang me lngelnai keljadian yang melrugikan. 
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